
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

1.

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,
huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Tugas dan Fungsi Dinas
Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir;

a.

Mengingat

Menimbang

TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI
SERTATATAKERJADINASPERIKANAN

KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR

TENTANG

PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR 11 TAHUN2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

'-
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Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

3. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

4. dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

5. dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2021 ten tang Penyederhanaan Struktur

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

6. tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

7. Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

KabupatenjKota yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

5. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERlKANAN
KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR.

MEMUTUSKAN

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan perangkat daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran

Daerah Kabupaten Nomor 6) sebagimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

perangkat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir (Lembaran daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang llir Tahun 2022 nomor 1 Tambahan

lembaran daerah kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir nomor 1)

Menetapkan
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Bagian Kedua

SUSUNANORGANISASI

Pasal3

a. Dinas Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang kelautan dan perikanan sub urusan

perikanan.

b. Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Pertama

KEDUDUKANDINASPERIKANAN

Pasal2

BABII

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah atonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

7. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan

pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta

bersifat mandiri.
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Pasal4

(1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati

Bagian Kesatu

Dinas Perikanan

membawahi Kelompok Jabatan fungsional.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretarls yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

4. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang kepala sub

bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada sekretaris.

5. UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

6. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII

TUGASDANFUNGSI

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha; dan

2) Kelompok Jabatan fungsional.

c. Bidang Produksi Perikanan membawahi

Kelompok Jabatan fungsional.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan

1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
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PasalS

Bagian Kedua

KepalaDinas

melaksanakan UIUSanpemerintahan di bidang Kelautan

dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Dinas Perikanan mempunyaifungsi :
a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis di

bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan
Prasarana Perikanan;

b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan laporan akuntabilitas
kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas
Perikanan;

c. pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum
di bidang Produksi Perikanan dan bidang Sarana dan
Prasarana Perikanan;

d. pelaksanaan pengamanan teknis di bidang Produksi
Perikanan dan bidang Sarana dan Prasarana
Perikanan;

e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan

dinaa/Instansi/Iembaga terkait lainnya
Penyelenggaraanurusan di bidang Produksi Perikanan

dan bidang Sarana dan Prasarana Perikanan;
f. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan

usaha di bidang Produksi Perikanan dan bidang
Sarana dan Prasarana Perikanan;

g. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas
Perikanan;

h. pembinaan Unit PelaksanaTeknisDaerah;
1. pelaksanaan Pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan
pelaporan di bidang Produksi Perikanan dan bidang
Sarana dan Prasarana Perikanan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal8

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan

rencana kegiatan Sub bagian Tata Usaha;

b. Melakukan koordinasi urusan tata usaha, tata laksana,

rumah tangga, perlengkapan, hukum, dan organisasi;

c. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan

kearsipan;

penyajian serta penyimpanan data;

f. Pelaksanaan monitoring pelaporan dan evaluasi

pelaksanaan program kerja dan kegiatan dinas; dan

g. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

kepegawaian,d. Pelaksanaan urusan administrasi

pendidikan dan pelatihan;

e. Pelaksanaan pengumpulan, analisis, pemutahiran dan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 6 sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan umum, program, dan anggaran

pembangunan;

b. Pengkoordinasian urusan tata usaha, tatalaksana,

hukum, organisasi, rumah tangga, dan perlengkapan;

c. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;

Pasal6

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi

pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan,

keuangan, kepegawaiaan, pengelolaan asset, tata laksana

dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta

pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di

lingkungan Dinas.

Kepala Dinas memimpm pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal4.

Bagian Ketiga

Sekretariat
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a. Perumusan kebijakan peningkatan Produksi perikanan
budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan;

b. Perumusan kebijakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan
LingkunganBudidaya;

c. Perencanaan dan pengembangan, pemanfaatan dan
perlindungan lahan untuk pembudidayaikan di darat;

d. Perumusan kebijakan pengendalian Jaminan mutu dan
keamanan pangan dibidang perikanan budidaya, perikan
tangkap dan pengolahan hasil perikanan;

e. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi produksi
perikanan budidaya , perikanan tangkap dan Pengolahan
hasil perikanan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada
Pasal9, BidangProduksiPerikanan mempunyai fungsi:

Pasal 10

Bidang Produksi Perikanan Mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan
pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap,

Pengolahandan Pemasaran hasil Perikanan,

BagianKeempat
BidangProduksiPerikanan

Pasal9

d. Menyiapkan penyelenggaraan rapatj'pertemuan dinas;

e. Mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana

kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan, pemeliharaan,

perbaikan barang inventaris dan aset kantor;

f. Mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi

dan pelaporan program kerja dinas;

g. Mengelola administrasi kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

h. Mengelola data kepegawaian;

1. Mengkoordinasikanurusan kepegawaian;dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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swakarsa;
d. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana KelompokUsaha

Bersama (KUB)nelayan, Kelompok pembudidaya ikan
kecil, KelompokPengawas perikanan, KelompokPengolah
hasil perikan;

e. Mengkoordinasikan Kebijakan pengawasan sumberdaya
perikanan umum daratan;

f. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan tempat
pendaratan Ikan, tempat pelelangan ikan, alat mesin
perikanan dan jalan produksi perikanan;

c. Perumusan kebijakan fasilitasi Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok
usaha nelayan, Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
hasil perikanan, Kelompok Masyarakat Pengawas

Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11
Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai
fungsi:

a. Perumusan kebijakan pengembangan sarana dan
prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap ,

pengolahan hasil perikanan;
b. Perumusan kebijakan pengembangan teknologi dan

inovasipemanfaatan sarana dan prasarana perikanan;

Pasal 11

Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
mengkoordinasikan pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan;

Bagian Kelima

BidangSarana dan Prasarana Perikanan

f. Perumusan Kebijakan Fasilitasi pemberdayaan kelompok
pembudidaya ikan;

g. Pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya

perikanan;
h. Pelaksana monitoring,evaluasi dan pelaporan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KepalaDinas .
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Pasal14
(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas

teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat

dibentuk UPTD.
(2)UPTDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh

Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

8agian Ketujuh
UPTD

Bagian Keenam
KelompokJabatan Fungsional

Pasal13
(I) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga

fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan
kelompokperaturan perundang - undangan.

(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Selain kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud ayat (2) terdapat KelompokJabatan Fungsional
hasil penyetaraan jabatan.

(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditugaskan ke dalam
bidang lainnya yang sesuai dengan butir kegiatan teknis
fungsional.

(5)Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi
kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pimpman
organisasi atau Keputusan Bupati.

g. Pelaksana fasilitasi pengembangan BBI, UPR spesifik

lokasi
h. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan;
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KepalaDinas :

, .
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Pasal20
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19
Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai
denganperaturan perundang - undangan.

Pasal18
Setiap pimpman bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikanbawahan dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan
uraian tugas dan uraian fungsiyang telah ditetapkan.

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing -
masing dan apabila terjadi penyimpanganagar mengambil

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.

Pasal17

BABrV

TATAKERJA

Pasal16
Dalammelaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan
Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke
dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan
pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan
tugasnyamasing- masing.

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasiftkasi serta tata
kerja UPfD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
diatur lebihlanjut denganPeraturan Bupati.

Pasal15

J
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--KARTlKAYANTI
BERITADAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR
TAHUN2022 NOMOR .Il.... _

SEKRETARISDAERAHKABUPATEN

~ ~ PENUKAL ABAB LE~TANG ILIR, {

2022.
Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 11'- DAMlAI2-I

HERI AMALINDO
_---

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal t~ flAlVUA~1 2022.

{BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,Q.

~

Pasal 23

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal

diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Penukal Abab Lematang llir Nomor 48 Tahun 2020

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang llir dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal22

BABV

KETENTUANPERALIHAN

Pasal21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat

Struktural yang dialihkan ke jabatan Fungsional tetap

melaksanakan tugas manajerial sebelumnya sampai dengan

ditetapkannya peraturan Peraturan Perundang - undangan

yang berlaku.

, I
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